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Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2022/PA.Rtu 

PENETAPAN 

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Rtu 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA RANTAU 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat 

pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam 

perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh: 

Sani Darmansyah bin Cacastun, NIK 6306111202630001, tempat dan 

tanggal lahir Negara, 12 Februari 1963, agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan Pekebun, tempat kediaman 

di Kelurahan Karangan Putih RT 004 RW 002, Kel. 

Karangan Putih, Binuang, Kab. Tapin, Kalimantan 

Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email 

sanidarmansyah@gmail.com, sebagai Pemohon I; 

Pajariah binti Pahani, NIK 6306114612710001, tempat dan tanggal 

lahir Negara, 16 Desember 1971, agama Islam, 

pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat 

kediaman di Kelurahan Karangan Putih RT 004 RW 002, 

Kel. Karangan Putih, Binuang, Kab. Tapin, Kalimantan 

Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email 

sanidarmansyah@gmail.com, sebagai Pemohon II; 

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para 

Pemohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka 

sidang; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 3 Januari 

2022 yang telah didaftar secara elektronik (e-Court) pada kepaniteraan 

SALINAN SALINAN 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Pengadilan Agama Rantau dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Rtu, 

pada hari itu juga telah mengajukan Permohonan Pengesahan 

Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: 

1.  Bahwa pada tanggal 23 Juli 1983, Pemohon I dan Pemohon II 

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Tambangan 

Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang menjadi wali 

nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Pahani dan yang 

menjadi penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama H. 

Sirajudin dengan mahar  Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang 

disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk 

bernama: Husnan dan Tarmiji sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dari 

Kelurahan Karangan Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, Nomor: 

474.2/144/1001/Kesra/2021 tanggal 19 November 2021;   

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun 

dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 11  tahun;   

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan 

tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk 

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;   

4. Bahwa dalam Perkawinan  tersebut Pemohon I dan Pemohon  II telah hidup 

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang 

anak:      

4.1. Sri Damayanti binti Sani Darmansyah, lahir tanggal 18 November 1986;   

4.2. Misli binti Sani Darmansyah, lahir tanggal 17 Agustus 1993  

4.3. Midhan bin Sani Darmansyah, lahir tanggal 06 Juni 1995  

4.4. Juhriyah binti Sani Darmansyah, lahir tanggal 10 Juni 1999  

4.5. Sasniah binti Sani Darmansyah, lahir tanggal 09 Juli 2006;   

5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu 

gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula 

Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;   

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta 

Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Binuang Kabupaten Tapin dan setelah Pemohon I dan Pemohon II 

mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak 

tercatat dikantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin 

berdasarkan Surat Keterangan Tidak Terdaftar dari Kepala Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Nomor: 

B-/Kua.17.04.04/PW.01/XI/2021 tanggal 19 November 2021;   

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Perkawinan 

dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk 

mengurus akta autentik perkawinan;   

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang 

timbul akibat perkara ini. 

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut: 

Primer: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;   

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Sani Darmansyah bin 

Cacastun dengan Pemohon II Pajariah binti Pahani yang dilaksanakan 

pada tanggal 23 Juli 1983 di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan;   

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;   

Subsider: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;   

Bahwa, sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan nikah 

dilaksanakan pengadilan telah mengumumkan pengesahan nikah melalui papan 

pengumuman Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Rtu 

tanggal 4 Januari 2022, selama 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah 

tanggal pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada 

pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu 

pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk 

dilanjutkan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon 

telah datang menghadap di persidangan; 

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang 

ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon 

mengajukan bukti-bukti surat berupa: 

A. Bukti Surat 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6306111202630001 atas 

nama Sani Darmansyah, tanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat 

tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah 

dicap pos (nazegelen), dan bertanda P.1;  

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6306114612710001 atas 

nama Pajariah, tanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat 

tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah 

dicap pos (nazegelen), dan bertanda P.2;  

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305012002120004 tanggal 16 Januari 

2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan 

aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan bertanda P.3;  

4. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 

474.2/144/1001/Kesra/2021 tanggal 19 November 2021, yang dikeluarkan 

oleh Plt. Lurah Karangan Putih, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. 

Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai 

cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan bertanda P.4;  

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-/Kua.17.04.04/PW.01/XI/2021 

tanggal 19 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah 

cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos 

(nazegelen), dan bertanda P.5; 
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B. Bukti Saksi 

1. Jubaidah binti Lamsah, NIK 6307045036700001, umur 54 tahun, 

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, 

bertempat tinggal di Desa Bujuni RT 005 RW 002 Tabat Kecamatan 

Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saksi di bawah 

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

• Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi 

adalah sepupu Pemohon I; 

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat 

Para Pemohon menikah; 

• Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Tambangan, Kecamatan 

Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 23 Juli 

1983; 

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Penghulu 

bernama H. Sirajudin dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II 

bernama Pahani dengan mahar berupa uang tunai sejumlah 

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai; 

• Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 

(dua) orang saksi; 

• Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama 

Husnan dan Tarmiji; 

• Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus 

perawan; 

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, 

semenda atau sesusuan; 

• Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang 

keberatan terhadap pernikahannya; 

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai; 

• Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang 

anak; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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• Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahahan perkawinan 

untuk memperoleh akta autentik pernikahan; 

2. Kamah binti Kasrah, NIK 6307044605740004, umur 47 tahun, agama 

Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat 

tinggal di Desa Rantau Bujur RT 004 RW 002 Kecamatan Labuan Amas 

Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saksi di bawah sumpahnya 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

• Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi 

adalah sepupu Pemohon II; 

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi tidak 

hadir saat Para Pemohon menikah karena saat itu Saksi masih kecil; 

• Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Tambangan, Kecamatan 

Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 23 Juli 

1983; 

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Penghulu 

bernama H. Sirajudin dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II 

bernama Pahani dengan mahar berupa uang tunai sejumlah 

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai; 

• Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 

(dua) orang saksi; 

• Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama 

Husnan dan Tarmiji; 

• Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus 

perawan; 

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, 

semenda atau sesusuan; 

• Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang 

keberatan terhadap pernikahannya; 

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai; 

• Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang 

anak; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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• Bahwa Saksi mengetahui prosesi akad nikah Pemohon I dan 

Pemohon II berdasarkan cerita dari keduanya; 

• Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahahan perkawinan 

untuk memperoleh akta autentik pernikahan; 

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang 

disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya 

memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan 

mohon penetapan; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk 

semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon 

adalah sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang 

mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, 

maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah diumumkan pada 

papan pengumuman Pengadilan Agama Rantau sebagaimana petunjuk 

pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan sampai hari persidangan untuk perkara 

ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh 

karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini 

merupakan perkara Permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah bagi orang 

yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan 

Agama; 

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum 

Islam disebutkan bahwa “yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau 
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isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam 

perkara itu”; 

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon 

II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh 

karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan 

Pemohon II mempunyai kualitas hukum (legal standing persona in judicio) untuk 

mengajukan perkara ini; 

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan 

Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang 

dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1983 di Desa Tambangan, Kecamatan Daha 

Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di hadapan Penghulu bernama H. 

Sirajudin, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama 

Pahani, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu 

rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Husnan dan 

Tarmiji, belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum 

mempunyai buku kutipan akta nikah dan membutuhkan penetapan perkawinan 

dari Pengadilan Agama Rantau untuk mengurus kutipan akta nikah; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para 

Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 

2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya 

dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan 

dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai 

dengan P.5 yang diajukan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat 

bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat 

bukti, telah bermeterai cukup serta bercap pos (nazegelen) sesuai ketentuan 

Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan 

cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1, sampai dengan P.5 tersebut 

telah memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai 

sebagai alat bukti yang sah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu 

Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut 
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merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, 

Provinsi Kalimantan Selatan, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama 

Islam dan berdomisili di Kabupaten Tapin sehingga Pengadilan Agama Rantau 

berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para 

Pemohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu 

Keluarga, bukti surat tersebut termasuk kategori Akta Autentik yang dikeluarkan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, membuktikan 

bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan diakui 

sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon 

II adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat 

Keterangan Sudah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambangan, 

Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan bukan Akta Autentik 

namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon 

II telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 23 Juli 1983; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat 

Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan, bukti 

tersebut merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin yang menunjukkan bahwa pernikahan 

Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak terdaftar di Register 

Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 yang 

isinya relevan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan, sehingga seluruh 

bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti 

tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (volledig) dan mengikat 

(bindende); 

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang 

saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang 

di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa 

yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2022/PA.Rtu 

mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan  

bahwa  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil dan syarat 

materiil sebagai saksi (vide Pasal 171, 172, 175, 308, dan 309 RBg), maka 

keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat 

diterima;   

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon 

dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh 

fakta-fakta sebagai berikut : 

− Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 

tanggal 23 Juli 1983 di Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

− Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus 

jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; 

− Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah 

kandung Pemohon II bernama Pahani; 

− Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 

adalah Penghulu bernama H. Sirajudin; 

− Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama 

Husnan dan Tarmiji beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil; 

− Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I 

kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu 

rupiah) dibayar tunai; 

− Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak 

pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan 

mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga; 

− Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II 

telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab 

dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat 

hubungan sesusuan; 

− Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah 

dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : 

1. Sri Damayanti binti Sani Darmansyah 
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2. Misli binti Sani Darmansyah 

3. Midhan bin Sani Darmansyah 

4. Juhriyah binti Sani Darmansyah 

5. Sasniah binti Sani Darmansyah; 

− Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah 

untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik 

perkawinan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya 

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Para Pemohon 

adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama 

Pahani, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon 

adalah dua orang dewasa bernama Husnan dan Tarmiji, hal ini sesuai dengan 

Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II 

tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, 

hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat 

pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;   

Menimbang, bahwa selama perkawinan Para Pemohon, Pemohon I 

adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari 

Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang 

keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut 

serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad), sehingga 

Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai 

maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang 

dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, 

Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab I’ānah 
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al-Thalībin Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu 

berbunyi : 

ََنَ يَ دَ اهَ شَ وَ ََي  َل وََ ََوَ حَ ن ََنَ مَ ََه َطَ وَ رَ شَ وَ ََه َت َحَ ص َََرَ كَ ذ َََة َأ َرَ امَ ََلىَ عَ ََاح َكَ ن َب َََىَوَ عَ الدَ ََىف َََوَ 

 لَ وَ دَ عَ 
Artinya:  Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap 

perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan 

syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;    

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui 

adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak 

yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap 

pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan 

pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya Ushūl Fiqh  halaman 

390 di bawah ini: 

 اهَ ائ َهَ ت َانَ َىل َعَ ََلَ ي لَ دََ َه َل ََمَ ق َي َََمَ ل ََامَ ادَ مَ َةَ ي َجَ وَ الزَ ب َََدَ هَ شَ َنَ ل َف ََة َجَ وَ زَ َة َن ل َف ََفَ رَ عَ َنَ مَ 
Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri 

seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya 

pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya 

perkawinan); 

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka 

perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 

Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana 

diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, namun 

demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan 

tidak dicatatkan secara hukum Negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah 

secara negara telah terjadinya perkawinan;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat 

dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut 

dinyatakan sah sebagaimana angka 2 amar penetapan ini; 
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Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin 

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim 

memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut 

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, 

Kabupaten Tapin, sebagaimana angka 3 amar penetapan ini; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka 

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;  

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

Syar’i yang berkenaan dengan perkara ini; 

 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;   

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sani Darmansyah bin 

Cacastun) dengan Pemohon II (Pajariah binti Pahani) yang dilaksanakan 

pada tanggal 23 Juli 1983 di Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan;   

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Binuang, Kabupaten Tapin;   

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) 

 

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Rantau pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Achmad 

Sarkowi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Wildi, S.H. dan Dina 

Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2022/PA.Rtu 

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk 

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu 

oleh Dra. Hj. Patmawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para 

Pemohon. 

 

 Ketua Majelis, 

 

 

 

 
 
 

Achmad Sarkowi, S.H.I. 

Hakim Anggota, Hakim Anggota, 
 

 

 
 
 

Muhammad Wildi, S.H. 

 

 
 
 

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H. 

 
 

Panitera Pengganti, 

 

 
 
 
 

Dra. Hj. Patmawati 
 

Perincian Biaya :  

1.  Pendaftaran : Rp 30.000,00  

2.  Proses : Rp 75.000,00  

3.  Pemanggilan : Rp 0,00  

4.  PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00  

5.  Redaksi : Rp 10.000,00  

6.  Meterai : Rp   10.000,00 + 

Jumlah : Rp 145.000,00  

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah). 
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